
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN

UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-.AIAT

BERAT/ BESAR LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PUI.AU ENGGANO

DBNGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a"

GUBERNUR EENGKULU

bahvra berdasarkan ketentuan Pasal + ayat (U

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.58 Tahun

2OOg rcntang Mekauiisme PenetapEa dan FotrrulAsi

Perhitungan Tarif Angkut4n Penyeberangan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM.18 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.58 Tahun

2OO3 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif dasar

angkutan lintas penyeberangan antara Kabupaten/Kota

dalam Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun

2Oi6 tentang Tarif Daear Angkutan Penyeberangan

Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat

Berat/Eesar, Barang/Hewan dan Eiarang eurah -Lintas

Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano sudah tidak sesuai

iagi dengan perkembangan ekonomi, selanjutnya perlu

dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Perahrran Gubernur Bengkulu tentang Tarif Dasar

Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan lintas Beng!<u1u-Kahyapu -Pulau

Enggano;

b.
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: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 7967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8a9l;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1957 dart

Pelaksanaan Pemerintahan di Fropinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 285a1;

5. Feraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nornor 5109), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

20ll tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 20lO tentang Angkutan di Perairan

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor

43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

s2o8);

3.

4.
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Peraturan Menteri Perhubungarl Nomor PM 18 Tahun

2OL2 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2OO3 tentang

Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif

Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 3671;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036i;

Perafuran Menteri Perhubungan Nomor PM 3O Tahun

2OLT tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan Lintas Antar Provinsi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 603h

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR

ANGKUTAN PEI{YEBERANGAN UNTUK PENUMPANG

IGI"AS EKONOMI, kENDAII'Ar\N DAN AIAT-ALAT

BERAT/BESAR LINTAS BENGKULU.KAHYAPU PUI,AU

ENGGANO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu.

4. Penyeberangan adalah menghubungi<an dua titik jalan yang terputus yang

dipisahkan oleh sungai, danau, selat dan laut.

5. Tarif adalah biaya jasa angkutan penyeberangan Bengkulu-Kahyapu Puiau

Enggano yang dikenakan terhadap penumpang dan kendaraan linta"s

Bengkulu-Pulau Enggano.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Ffovinsi Bengicuiu.

6.

7.
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BAB II

TARIF ANGKUTAN PEIWEEERANGEN

Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang keias ekonomi

dan kendaran adalah ssfoagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Gubernur ini yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Feraturan

Gubernur ini' 
pasai B

Tarif dasar anglnrtan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam

beberapa goiongan, yaitu :

a. Golongan I

b. Goiongan II

c. Golongan III

d. Goiongan IV

e. Golongan V

f. Golongan VI

g. Golongan VII

h. Golongan VIII

i. Golongan IX

Sepeda;

Sepeda motor di bawah 5OO cc dan gerobak ciorong;

Sepeda motor besar (> 5OO cc) dan kendaraan roda 3;

Kendaraan bermotor berupa mobii Jeep, Secian, Minicab,

Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon, dengan

panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;

Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil

Barang (truk)/tangki uicuran seciang, dengan panjang

sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;

Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang

ttrukl/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter

sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta

penarik tanpa gandengan;

Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk

tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta

kendaraan alat berat dengan panjang iebih dari 10 meter

sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;

Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk

tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik

berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter

dan sejenisnya;

Kendaraan Bermotor berupa Mobil barang (truk

tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan

kereta penarik berii<ut gandengan/tempelan dengan

ukuran panjans lebih dari 16 meter dan sejenisnya;
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Pasal 4
Pengemudt/kernet di bebaskan /tidak dikenakan tarif penumpang dengan

ketenfi..ian untuk golongan III sebanyak 1 {satu} orang, golongan lV,V, dan VI

sebarryak 2 {duai orang sedangkan untuk gelongan I dan 11 dikenakan talif
penumpang.

Pasal 5

t1) Tarif dasar angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal

S belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan
penumpang dari p". Jasa Raharja {Persero} d.an belurn termasuk
Retribusi Jasa KePelabuhanan.

{2) Iuran Wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat {U berpedoman dengan ketentuan
Peratr:ran Perrndang-r:ndangan yang berlaku-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peratrrran Gr:bernrrr ini berlaku, Peratutan Grrberrrr:r Bengkulu
Nomgr 21 Tahun 2O16 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk
Penumpatg Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat*alat tseratf Besar, Baraag/Hewan
dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano {Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7
Peratrrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarig mengetahuinya, memeriatahkan pengundarigan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada talggal 15 Desember 2O17

Plt, GUBERNUR BENGKULU,

ud

H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada ta:lr1.5:al 15 Desember 2A17

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OI7 NOMOR 45

dengan aslinya
HUKUM,

M.H
ha Tk.l

0623 199203 1 001NIP"
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2A17
TENTAN0 TARIF DASAR ANGKUTA}{ PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG

KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERATIBESAR LINTAS

BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO

Catatau : t*cif belum termasuk Aerrrafi,si

Plt. GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

engafi aslinya
O HUKUM,

TK.I

NO JENIS SATUAN TARIF DASAR
fDalam Rupiah)

A

B
L

2
()

4

q,

6

7
I
I

PESTUMPANG
Kelas Ekonomi
- Dewasa
- Anak

KENBARAAN
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
* Kendaraan
- Kendaraan
Golongan V
- Kendaraan
- Kendaraarl
Golongan VI
- Kendaraan
- Kendaraan
Golongan VII
Golongan VIII
Golongan iX

Penumpang
Bararrg

Penunapang
Barang

Fenumpang
Barang

Orang
Orarrg

Unit
Unit
Unit

Unit
Unit

Unit
Unit

Unit
Unit
Unit
U njt
Unit

52.OO0,
30.000,

4A.9LA,
109.300,
284 ,59 0,

140.849,
7 8+ .294 ,

810.865,
47A.785,

7 39 .294,
459.130,
402 .83 0,
141.494,
728.890,

1
It

)
c
6
af

5
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